LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor 2 Tahun 2001 Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAIIUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJHAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS
Menimbang
a. bahwa untuk memberikan jaminan tekmis hendaraan bermotor terhadap
kesclamatan orang dan atau barang. kelestarian lingkungan serta
ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. telah ditctapkan Peraturan
Daerain  Kabupaien Cranns Nomor 6 Tahuin 2001, cntang
Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan vang didalamnya

mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

b bahwa untuk memungut retnbust sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentans Pemermtahun
Kabupaten dalarn  Lingkungan Jawa Barat (Berna Negara fahun
19505 . '

Undang-undang Nomaor {3 tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan 1.embaran Negara Nomor
3186) -

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 wentang Hubum Acarg Prdana
{Lembaran Negara lahun 1981 Nomor 76, lambahan Lembaran
Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomeor 14 Tahun 1992, tentang falu Lintas dan
Angkutan Jalan {1 cmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambaban
{.embaran Negara Nomor 34785

Undang-undang Nomaor 18 Tahun 1997 temang Paak Dacrah dan
Retribust  Dlaerah (Lembaran Negara lahun 1997 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 vang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribus:
Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
PLingkungan Hidup (Iembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Nomor 36995

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839) ¢
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3 r . P Sl oy 2 : 3 T i
Peraturan Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor Y Tahun 2001 tentane
Perangkat Daerah _

Peraturan Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001

7 ientany
Penvidik Pegawai Negeri Sipit

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentans
Penvelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menctapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan

b

Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamus -

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain scbagai Badan Eksekutil Dacrah -

_ Bupati adalah Bupati Ciamis :
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Pejabat ada'ah Pegawai vang diben tugas tertentu di bidang retribus
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah vang
berlaku -

Badan adalah suatu bentuk badan usaba vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya. badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun. persekutuan.
perkumpulan. firma. Kongsi. koperasi. vavasan alau organisasi vang
sejents, lembaga. dana pensiun. bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya :

Retribust Jasa Umum adalah retribust atas jasa vang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemantaatan umum serta dapat dintkmati oleh pribadi atau badan |

Retribusi Pengupan Kendaraan Bermotor vang selanjutnva discbut
retribust adalah pembavaran atas pelayanan Pengupian Kendaraan
Bermotor sesuai dengan perturan perundang-undangan vang berlaku
vang disclenggarakan olch Pemernintah Dacrah |

Pengupian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan tekmis vang dilakukan
oleh Pemenntah Daerah atau unit vang ditunjuk, untuk menjamin agar
kendaraan selalu dalam keadaaan laik jalan :

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan vang digerakkan oleh peralatan
teknis vang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau
kercta tempelan vang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor |

Kendaraan Wapb Up adalah setiap kendaraan vang berdasarkan
perturan  perundang-undangan vang berlaku wapb diupkan  untuk
menentukan kelaikan jalan. vaitu mobil bus, mobil penumpang umum.
mobil barang. kendaraan khusus. kereta gandengan dan kereta tempelan
vang dioperasikan di jalan :
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Kendargan Umum adaiah sonsp Kendaraan bermotor vang disediakan

uniuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayvarn |

Mol Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor vang dilenghap:
sebanyak-banyaknva 8 (delapan) tempat duduk odak wrmasuk tempat
duduk  pengemudi.  baik  dengan  maupun  tanpa  perlengkapan
pengangkutan bagass

Mobil Bus adalah sctiap Rendaraan bermotor yang dilenghap fehik 8
idelapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik
dengan maupun tanpa perlengkapan penzangkutan bagasi -

Mobii Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor.
mobil penumpang dan mobil bus :

Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dart kendarzan
bermotor untub penumpang dan hendaraan bermoior untuk barang vans
penggunaannya untuk kepertuan khusus atae mengangkut barang-
barang khusus .

Rereta Gandengan  adalah swatuw alat vang dipergunakan  untuk
mengangkut barang vang seluruh bebannva ditumpu oleh alat t:
sendir dan dirancang untuk dianik oleh kendaraan bermotor ¢

Kereta  Tempelan adalab sovats alat vang  dipergunakan untub
mengangkut  barang  vang dirancang untuk  ditank  dan  sebagian

bebannva ditumpu oleh kendaraan penariknva .

Upt Berkala adalah Pengupan Kendaraan Bermotor secara berkala
terhadap sctiap kendaraan wapb uji .

Buku Uji Berkala adalah Tanda buktr iulus uji berkala berbentuk buku
herisi data dan legntimast hasil pengupan setiap kendaraan wajib uji
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Ut Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan vang telah
sclesat perbaikan sesuat dengan vang diperintahkan penguy akibat tidak
lulus ujt pada saat uj berkala .

Tanda Ulji adalah Bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuy
dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunium atau plat kaleng
yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor |

. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan

bermotor untuk mengetahur Kondist teknik vang hasilnya dinyatakan
dalam satuan prosentase nilai teknis :

Laik Jalan adalah persyaratan minimum  kondisi suatu  kendaraan
bermotor vang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan hingkungan pada waktu
dioperasikan dijalan :

Surat Pendafiaran Obyeh Retnbusi Dacrah,  yang sclanjuinya dapat
disingkat SPAORD adalah surat vang dipergunakan olch wajib retribusi
untuk melaporkan data cbjek retribust dan wajib retnibust sebagai dasar
perhitungan dan pembavaran retribusi vang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah :

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat SKRD

adalah surat keputusan yvang menentukan besarnva jumlah retribusi
vang terutang -

Surat Tagihan Rewribust Daerah vang sclanjuinya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sankss
administrasi berupa bunga dan atau denda -
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BAB U
NAMA, OBJER DAN SUBJEK RETRIBUSIH
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribus:
schagai pembavaran atas pelavanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelavanan Pengupan Kendaraan Bermotor vang
meliputi - '

a. Mobil Bus |

b. Mobil Penumpang Umum

¢ Mohil Barang

d. Kendaraan Khusus .

¢. Kereta Gandengan : -
{ Kereta Tempelan o

Pasal 4 o

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang memperolch
pelavanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB Il -
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal s

Retribust Pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagar retribusi
jasa umum. ' ‘ )
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan
bermotor

BAB Y

PRNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 7
Prinsip dan sasanin dalam penetapan struktur dan besarnnya taaf retribust
dimaksudkan untik menutup biaya penvelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor vang meliputi © biava pemeriksaan emisi gas buang. biaya
pemeriksaan lampu-lampue senta kelengkapan lainnva biava peralatan
biava pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda
samping. biava tanda uji dan biava sege!

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
Struktur dan besarnya tant retnbusi ditetapkan sebagai berikut
I, Setiap pengupian kendaraan bermotor dikenakan pungutan retribusi

2. Retribust pengunan kendaraan bermotor terdin dan bava -
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a. Administrasi :
b. Buku Uji:
¢ Tanda Uj. Baut. Kawat dan Scgel
d. Pengetokan Nomor Uji dan pengecatan tanda samping ;
¢. U Asap/Uyp Emisi Gas Buang :
. Jasa Uji.
Besarnya Retribust Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagan
benkut
2. Administrasi Rp.  5.000,-
b, Bukulip Rp 5000
¢. 'l'anda Uji, Baut. Kawat dan Segel Rp. 5.000.-
d. Pengetokan Nomor Un dan Pengecatan tanda
samping Rp 5.000 -
e. Up Asap/Uji Emisi Gas Buang Rp.  3.000.-
[ Jasalji
- Mobil Penumpang Rp.  5.000.-
Maobil Bis/barang dengan jumlah berat vang
diizinkan (JB1y 0 57d 5000 Ke Rp  3000.-
5001 s/d BUD0 Kg Rp. 7.500.-
8001 s/d 15000 Kg Rp 10.000.-
Lebih 15001 K¢ Rp.  15.000.-
- Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp.  5.000.-
+ Penggantian Buko U vang hilang/rusak Rp 25006 -
h. Penggantian Plat Uy vang hntang rusak kepimg Rp. 20.000.-
Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji penghapusan
dikenakan biava pentlaian teknis sebesar :
- Sepeda Motor Rp.  10.006 -
- Mobtf Penumpang Rp. 20.000 -
- Mobil Bis/Barang Rp. 25.000.-
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal Y

Retribust vang terutang dipungut di Wilavah Daerah tempat pelayanan
pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAR VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retnibusi terutang adalah pada saat ditetapkannva SKRD ateu
dokumen lain vang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

{1y Wayib retribust wajib mengisi SPAORD

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dnsi dengan
jelas. benar dan lengkap serta ditandatangant oleh wajib retribusi atau
kuasanva |

(3) Bentuk, 1s1, sena tatacara pengisian dan penvampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada avat 1. ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 udak berlaku bag:
pengguna pengujian kendaraan bermotor.
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BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasai 13
{ 1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1} ayat (1)
ditetapkan retibust terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

lain vang di persamakan :
(2) Bentuk, isi. dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang

dipersamakan schapaimana dimaksud pada aya

pada ayat {1) ductapkan olch
Bupat:

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
{1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan :
2y Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan
BAB XIHI
SANKSI ADMINISTRASH

Pasal 15
Dalam hal wajib retnbust tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan denda sebesar [00% setiap masa uji
ditambah sanksi administras: berupa bunga scbesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari besamya retribust vang terutang yang tidak atau Kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnva 30 (tiga puluh;
hart scjak  diterbitkannya  SKRD  atau  dokumen lain  yang
dipersamakan

{3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain vang sejenis sebagu
awal tindakan pelaksanaan penagihan retnibusi dikeluarkan 7 {tujun)
har sejak saat jatuh tempo pembayvaran :

(2} Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau
sural peringatan atau surat lain vang scjenis disampaikan waph
retribust harus melunasi retribust yang terutang |

(3) Surat teguran, surat penngatan atau surat lain yang sejenis sebagai
mana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan oleh Bupau atau Pejabai
vang diiunjuk.
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BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMRBEBASAN RETRIBUSE

Pasal I8

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasarn
retnibust |

boss
£2) 0

Pengurangan dan pombcnian Keninganan dan pembebasan eittbusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan dengan memperhatikan
xemampuan wajib retribusi ;
(3) Tata cara pengurangan. kennganan -dan pembebasan retribus:
ditetapkan.oleh Bupati,
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
(1) Wajib Retribust vang tidak melaksanakan kewanbannva schingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

{(tiga) bulan atau setinggi-tingginva Rp. S.000 000 - (lima juta rupiah) .

{2) Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud pada avat (1), adalah
pelanggaran.
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BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagar Penyidik  untuk  melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribust,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidane
yang berlaku |

{2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a.

ru

Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atav
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan
Dacrah dan Retribusi  agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadt atau badan iealang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan
Retribusi ;

- Meminta keterangan dan bahan buktt dari orang pribadi atau badan

schubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan
Retribust

Memernksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lamn
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi | '

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencalatan, dan dokumen-dokumen fain  seria
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut |

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyvidikan tindak pidana di tidang  Perpajakan Dacrah  dan
Retnbusi :
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Menvuruh berhenti dan atan melarang sescorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen vyang dibawa

schagaimana dimaksud pada hurul' e

h. Memotret sescorang  vang  berkawtan dengan tindak pidana
Perpajakan Dacrah dan Retmbust ;

v Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan dtpcnm
sebagar tersangka atau saks: ;

i Menghentikan penvidikan

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak ptu.aua ai UtuaﬁL Perpajakan Dacrah dan Retnbusi menurul

hukum yang berntanggung jawab

re

—
tad
R

Penvidik  sebagaimana dumaksud pada avat (1) membentahuban
dimulatnva  penvidikan  dan  menyvampaikan  hasit  penyidikannyva
kepada Penuntut Umum, melalwi Penvidik pejabat Polist Negara
Republih Indonesia. sesuat dengan kelentuan vang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana vang berlaku.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan vang telah ada vang
mengatur hal vang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan  yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah i
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 23

Pcraturan dacrah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah im1 dengan penempatan dalam lLembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 -6 - 2001
BUPATI CIAMIS
Cap / ttd.

H. OMA SASMITA §, SH. MSi.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 - 6 - 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap / ud.
Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJHAN KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997, wentang Retribusi Dacrah schagai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 vang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor I8 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah.

Bahwa untuk memberikan jaminan tekms kendaraan bermotor
terhadap keselamatan orang dan atau barang, kelestarian lingkungan
serta keleruban dan kelancaran lalu-lintas jalan, telah ditetapkan
Peraturaan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2001, tentang
Penvelengparaan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan vang didalamnya
mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur
dengan Peraturan Daerah.
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Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Pasal imi menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat
pengertian yang sama schingga kesalahpahaman dalam
penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

nD.__11
rd>ddl 12

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasat 1

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jeias

Pasal 17
Cukup jelas

Pasai 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
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Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
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